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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 28 TAHUN 2008
TENTANG
|ZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH ( IPPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

a  bahwa untuk mempercepat lgju pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Sukabumi, perlu ada upaya dari Pemerintah Daerah
untuk  meningkatkan  pendapatan masyarakat  dengan

menciptakan lapangan kerjadi berbagai bidang usaha;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada huruf a
diaas, maka Pemerintah Daerah perlu menciptakan iklim
investasi yang kondusif bagi para investor yang akan berusaha
di Kabupaten Sukabumi dengan meningkatkan kualitas maupun
kuantitas pelayanan yang optimal dalam bidang perizinan pada
umumnya dan khususnya lzin Peruntukan Penggunaan Tanah
berupa kemudahan, kecepatan, keakuratan dan beban biaya

yang terjangkau;

c bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan

Peraturan Dagrah.

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Barat ( Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950 );

2. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3469);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3478);

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Y ang Berkaitan
Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3632);

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang — Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pagjak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3687);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolus dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 36  Tahun 1999
tentangTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);

Undang — Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang — Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3774);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4762);

Undang — Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provins dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasiona
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983
tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban
serta Pengendalian Pembangunan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990
tentang Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasiona di Bidang Pertanahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan
Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi
Ancaman Pidang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengel olaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pembentukan Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman
Moda Kabupaten Sukabumi ( Lembaran Daerah Kabupaten



Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi ( Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah  ( Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
(IPPT)
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Sukabumi;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD
Kabupaten Sukabumi;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah izin
peruntukan penggunaan tanah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan
dan/atau badan hukum yang didasarkan pada aspek tata ruang;

Retribusi IPPT adalah pungutan daerah atas pemberian izin penggunaan tanah dari
Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau badan hukum;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;



